
BUPATI MOJOKERTO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO 
NOMOR lt TAHUN 2019 

TENTANG 
PERUBABAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2016 

TENTANG PEDOMAN UMUM BANTUAN KEUANGAN UNTUK BIAYA 
PEMILIHAN KEPALA DESA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATI MOJOKERTO, 

: a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran 
penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, maka 

terhadap beberapa ketentuan di dalam Peraturan 

Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Umum Bantuan Keuangan Untuk Biaya Pemilihan 
Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Nomor 31 Ta• 2018 perlu 
. , 

diubah kembali; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menc,tapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Umum Bantuan Keuangan Untuk Biaya 

Pemilihan Kepala Desa; 
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) juncto 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 

Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 

Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 
' 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 

Daerah sebagaimana diubah kedua kali dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 

2014 ten tang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 1221); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
611); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran 

Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 2, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 
Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2018 Nomor 

3); 

15. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Umum Bantuan keuangan Untuk Biaya 

Pemilihan Kepala Desa ( Berita Daerah Kabupaten 

Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 

2018 ( Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 

2018 Nomor 29); 
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16. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan 

Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa. 

MEMUTUSKAN: 

: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI 

NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN 
UMUM BANTUAN KEUANGA.N UNTUK IIIAVA 

PEMILIHAN KEPALA DESA. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Bantuan 

Keuangan Untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahutt 2018 Nt1fttt1:t- 9) 

diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan dalam Lampiran huruf E dihapus. 

2. Ketentuan dalam Lampiran huruf F angka I.a, l.b, 
l.d, 1.f dan 2.b diubah sehingga hurur F berbunyt 
sebagai berikut: 

F. MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN 

Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan untuk 
Biaya Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan 

sebagai beriku t: 

1. Pengajuan Pencairan oleh Pemerintah Desa 

Kepala Desa mengajukan permohonan 
pencairan bantuan keuangan kepada Bupati 

melalui Camat dan diverifikasi kelengkapan 

persyaratan masing-masing rangkap 3 (tiga) 

sebagai berikut: 
a. Surat permohonan pencairan bantuan 

keuangan dari Kepala Desa sesuai 
bantuan Keuangan Desa yang telah 

ditetapkan. 

b. Kwitansi asli bermaterai yang 

ditandatangani oleh Kepala Desa. 



C. 
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Rencana kebutuhan biaya Pemilihan 
Kepala Desa sebesar Bantuan Keuangan 
yang telah ditetapkan dengan 
ditandatangani oleh Ketua Panitia 
Pemilihan, Kepala Desa atau Penjabat 
Kepala Desa dan Ketua Badan 
Permusyawaratan Desa serta diverifikasi 
oleh Sekretaris Desa. 

d. Fotokopi Rekening Kas Pemerintah Desa, 

fotokopi kartu tanda penduduk Kepala 
Desa dan fotokopi kartu tanda penduduk 

Bendahara Desa yang telah dilegalisir 
sesuai ketentuan yang berlaku. 

e. Fotokopi Keputusan Bupati tentang 
Pengangkatan Kepala Desa atau Penjabat 
Kepala Desa. 

f. Fotokopi Keputusan Kepala Desa tentang 

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa. 
g. Fotokopi Keputusan Badan 

Permusyawaratan Desa ten tang 

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala 
Desa. 

h. Pakta integritas yang telah ditandatangani 

oleh Ketua Panitia Pemilihan, Kepala Desa 

atau Penjabat Kepala Desa serta Ketua 

Badan Permusyawaratan Desa. 
2. Pengajuan Pencairan oleh Pemerintah 

Daerah: 

a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

memverifikasi kelengkapan persyaratan 
pengajuan pencairan bantuan keuangan 

dari Kepala Desa kemudian memberikan 

rekomendasi pencairan kepada Bupati 

dengan tembusan Badan Pengelolaan 

Keuangan dan Aset Daerah. 

b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah memproses pencairan Bantuan 

Pemilihan Kepala Desa ke Rekening Kas 

Pemerintah Desa. 
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Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Mojokerto. 

Diundangkan di Mojokerto 

pada tanggal i Qul.i ~ 

Ditetapkan di Mojokerto 

pada tanggal 1 Q'1l' ~ 

WAKIL BUPATI MOJOKERTO, 

PUNGKASIADI 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO. 

DERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2019 NOMOR ;i..9-


